SALINAN

WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 72 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM

Menimbang :

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

WALIKOTA BATAM,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1)
Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Batam Tahun Anggaran 2021 menyatakan
bahwa dalam keadaan darurat termasuk keperluan
mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya
dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan
dalam  Peraturan  Daerah, yang selanjutnya
dimasukkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran
2021, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan
perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan
kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan
dalam laporan realisasi anggaran;

bahwa sesuai surat Sekretaris Daerah Kota Batam
Nomor 55/TP/1/2021 tanggal 21 Januari 2021 Perihal
Dukungan Pelaksanaan Program Rekalibrasi bagi
PMI/WNI melalui Kota Batam;

bahwa sesuai surat Pengantar Kepala Dinas
Perhubungan Nomor 078/TR.06.01/1/2021 tanggal
26 Janauri 2021 tentang Rencana Kebutuhan Belanja
untuk Penyediaan Sarana Transportasi Program
Rekalibrasi bagi PMI/WNI melalui Kota Batam di
lingkungan Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun
2021;

bahwa sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan
Nomor 265/419.1/DISDIK/II/2021 tanggal 01
Februari 2021 Perihal Usulan Permohonan Revisi DPA
Perubahan Volume dan Harga Satuan Sub Kegiatan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;



Mengingat

1.

bahwa sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Perumahan
Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Nomor
10/ND/PERKIMTAN-SET/II/2021 tanggal 04 Februari
2021 Perihal Usulan Penambahan Paket Pekerjaan
Penanganan Bencana Longsor pada DPA di Dinas
Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan
Kota Batam Tahun Anggaran 2021;

bahwa sesuai Surat Kepala Dinas Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Nomor
543/DSPM/1.3/11/2021 tanggal 08 Februari 2021
tentang Pergeseran Anggaran BTT;

bahwa sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan
Nomor 340/419/ND/DISDIK/II/2021 tanggal 08
Februari 2021 Perihal Pergeseran Anggaran BTT
untuk Pekerjaan Bronjong Batu Belah SDN 008
Bengkong;

bahwa sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Cipta Karya
dan Tata Ruang Nomor 37/ND/CKTR-BTM/II/2021
tanggal 09 Februari 2021 Perihal Perubahan DPA
pada Sub Kegiatan Bidang Prasarana Bangunan
Gedung TA. 2021;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 72
Tahun 2020 tentang  Penjabaran  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun
Anggaran 2021;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);



10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor. 47, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan  Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
525);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99
Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negera
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi
Pemerintah Daerah (Berita Negera Republik Indonesia
Tahun 2012 nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Dana Oeprasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun
2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
249);



Menetapkan :

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020
tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil,
Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah
Tahun 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020
Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah
dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8,
Tambahan Lembar Daerah Kota Batam Nomor 107);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2021 (Lembaran
Daerah Kota Batam Tahun 2020 Nomor 4);

Peraturan Walikota Batam Nomor 72 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2021
(Berita Daerah Kota Batam Tahun 2020 Nomor 782)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 3 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Batam Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Batam Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota
Batam Tahun 2021 Nomor 790);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 72 TAHUN
2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM TAHUN
ANGGARAN 2021.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batam
Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
(Berita Daerah Kota Batam Tahun 2020 Nomor 782)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Walikota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 72
Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2021
(Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 790)
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran I dengan sub kode rekening:

a. 5.1.01.01.09.0001 (Belanja Iuran Jaminan
Kesehatan PNS);

b. 5.1.01.01.09.0002 (Belanja Iuran Jaminan
Kesehatan PPPK);

c. 5.1.02.01.01.0004 (Belanja Bahan-Bahan Bakar
dan Pelumas);

d. 5.1.02.01.01.0039 (Belanja Persediaan Untuk
Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk
Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat);

e. 5.1.02.01.01.0043 (Belanja Natura dan Pakan-
Natura);

f.  5.1.02.01.01.0057 (Belanja Makanan dan
Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan
Sosial);

g. 5.1.02.01.01.0058 (Belanja Makanan dan
Minuman Aktivitas Lapangan);

h. 5.1.02.02.01.0022 (Belanja Jasa Tenaga
Perhubungan);

i. 5.1.02.02.01.0028 (Belanja Jasa Tenaga
Pelayanan Umum);

j- 5.1.02.02.01.0030 (Belanja Jasa Tenaga
Kebersihan);

k. 5.1.02.02.01.0033 (Belanja Jasa Tenaga Supir);

1.  5.1.02.02.01.0035 (Belanja Jasa Tenaga Teknisi
Mekanik dan Listrik);

m. 5.1.02.02.01.0049 (Belanja Jasa Pencucian
Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta
Alat Rumah Tangga);

n. 5.1.02.03.02.0036 (Belanja Pemeliharaan Alat
Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-
Kendaraan Bermotor Penumpang);

o. 5.2.04.02.04.0001 (Belanja Modal Bangunan
Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan
Bencana Alam);dan

p. 5.3.01.01.01.0001 (Belanja Tidak Terduga).



Diundangkan di Batam
pada tanggal 2 Maret 2021

Diubah, sehingga seluruhnya tercantum dalam
Lampiran I Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Lampiran II dengan sub kode rekening :
a. 5.1.01.01.01 (Belanja Gaji dan Tunjangan);
b 5.1.02.01.01 (Belanja Bahan Pakai Habis);

C. 5.1.02.02.01 (Belanja Jasa Kantor);

d

5.1.02.03.02 (Belanja Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin);

e. 5.2.04.02.04 (Belanja Modal Bangunan
Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan
Bencana Alam);dan

f. 5.3.01.01.01 (Belanja Tidak Terduga).

Diubah, sehingga seluruhnya tercantum dalam
Lampiran II Peraturan Walikota ini.

3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal
yakni Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Peraturan Walikota ini menjadi acuan dalam penyusunan
laporan pertanggungjawaban APBD Kota Batam Tahun
Anggaran 2021.

Pasal II
Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 2 Maret 2021

WALIKOTA BATAM

dto
MUHAMMAD RUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Ub

SEKRETARIS DAERAH DAERAH Plt. Kepala Bagian Hukum

KOTA BATAM /4?%%_\

dto
DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
JEFRIDIN NIP. 19671224 199403 1 009

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2021 NOMOR 799



